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Pasca pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi melalui UU No. 30 Tahun 2002 memberikan dampak
terjadinya perbedaan penerapan hukum acara pidana dalam penanganan perkara korupsi. Terobosan hukum
acara pidana pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 memberikan " kekuatan” kepada komisi ini sehingga
berhasil menjadikannya sebagai komisi yang disegani. Namun, kewenangan istimewa ini tidak dinikmati
oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Keadaan yang berbeda ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap harmonisas
dalam sub sistem peradilan pidana yang bekerja dalam hal pemberantasan korupsi sehingga akan
menghambat pada pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui apakah perbedaan tersebut membawa pengaruh terhadap harmonisasi dalam sistem peradilan
pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagai hasil penelitian dapat disimpulkan
bahwa terdapat perbedaan dalam penerapan hukum acara pidana dalam penangangan perkara korupsi namun
perbedaan tersebut belum mengakibatkan terjadinya disharmonisasi dalam sistem peradilan pidana, hal ini
disebabkan walaupun mempunyai tujuan yang sama dalam hal pemberantasan korupsi, kewenangan yang
dijalankan oleh masing-masing instansi tersebut terpisah dan berdiri sendiri. Namun keadaan yang berbeda
ini harus segera diakhiri dengan cara memberikan kewenangan yang sama kepada K epolisian dan K egjaksaan
sebagaimana yang diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

...... The formation of the Corruption Eradication Commission by virtue of Law N0.30 of 2002 has brought
about impact in the form of differencesin the application of criminal procedure law in the handling of
corruption cases. The breakthrough of criminal procedure law in Law No0.30 of 2002 has given “ strength” to
the commission in such away so as to result in its becoming a respected commission. This special authority
is not, however, shared by the Police and the Public Prosecutor’ s Office. There is concern that these
different conditions will influence the harmonization of the criminal judicature sub system which focuses on
the eradication of corruption in such away so as to hamper the achievement of objectives which are aimed
to be reached. The objective of thisresearch isto ascertain whether such differences will influence the
harmonization of the criminal judicature system. This research is made by using the juridical normative
method. Based on the research results, it may be concluded that although there are indeed differencesin the
application of criminal procedure law in the handling of corruption cases, such differences have not resulted
in the non-harmonization of the criminal judicature system due to the fact that although they are all aimed at
eradicating corruption, the authorities exercised by each of the institutions are separate and interdependent.
Still, this State of differences must immediately end by extending authorities to the Police and the Public
Prosecutor’ s Office which are the same as those extended to the Corruption Eradication Commission.
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